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TENTANG

'I'ATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT TUNJANGAN

Menimbang

PENGELOLAAN ARSIP STATIS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Di LINGKUNGAN

< ARSIP NASI_ONAL RF'JI’UBLIK_INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa mekanisme pcnugasﬁh dm-‘mmasi' seria. ﬁerubahah masa kerja'
pegawai membawa konsckucnsl kepada perubahan nilai dampak ‘tisiko -
bahaya kesehatan se}ungga perlu dllakukan peﬁgtutﬂngan mlm secata tepat, o

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dtmaksud dalam humf 8
perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasmnal Repubhk lndonus:a ‘.

tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan ngkat Tunjangan Pengelolaan

_ Arsip Statis Bagi Pegawa: Negen Slpll d1 ngkungan Annp Nﬂsmnnl .

Repub!:k 'Indonesia;

1L Undang-Undahg Nomor 7.Tahun 1971 tentang Ketcntm-&tmtm Pokok
Kearsipan (Lembaran Negara Rupubllk Indonesm Tahun 1971 Nomot 32,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 2964);

2. Undang-Undang Nomor § Tahun 1974 tenlang Pokok-pokok Kepegawamn
(Lembaran Negara chubhk lndonesla Tahun 1997 Nomor 55 Tdmibahat

Lembamn Negara Repubhk lndonesla Nomor 3041) sebagalmana telah
diubah dengan Undang—Undang Notrior 43 Tahun 1999 (Lcmbaran Negara
- Republik Indonesia Tahun' 1999 ‘Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara
Repubhk IndoneSIa Nomor 3890);
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. Peraturan Pemetm!ah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gap Pegawm

Negeri Slpnl (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1977 Nomor ll,
. Tambahan Lemba.ran Negm Republ:k lndnncsla Nomos 3098) '

- sebagaimana telah bcberapa Xali diubak terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomer 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara” chubhk Indonesm
-Tnhun 2003 Nomor 17 Tambatien Lembaran Negara Repubhk Indones:a -

Nomor),

. Peraturan Pemerintahi, Nomor 9. Tahun © 2003 "tentahg 'Wéwenang'

, Pengangkatan Pcmmdahan “dan Pemberhennan Pegawai Negeri Slpll _‘
(Lembaran Negera Repubhk lndonesm Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan ‘
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas

Fungsi, Kewenangan, - Susunan Organtsam dan Tata Keua Lembaga '
Pemerintah Non Departetnen sebagmmuna telah llma kah d:ubnh terakhir
dengan Peraturan Presuien Norrior 11 Tahu.n 2005 "

. Keputusan Presiden Nomor §7/M Tahun 2004 tzntang Pengangkatan Kepula :

Arsip Nasional Republik [ndanesna

. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun ’2004 tentang Pengelolaan Ars1p_

Statls, ’

. Peraturan Pres:den Nomorx 24 Tahun 2005 tentang Tuhjangan Pengelolaan

Arsxp Statis Bagt Pegawm Negen Slpll Di. ngkungan Arsnp Nasxonal -
Republik lndones:a, ‘ : i .

9. Keputusan Kepala Arsip Nasnonal Republik Indomsia Nomot KEP.03 -

Tahun 2003 tentang Penyempm'naau Orgamsa:n dan Tata Keqa Arsnp
Nasional Republik Indonesm, .

MEMUTIfSKAN':
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN TINGKAT
TUNJANGAN PENGELOLAAN. ARSIP snms BAGI PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NAS]DNAL REPUBLIK
INDONESIA. ' ' '
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Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengnn:

1.

Tinjangan  Pengelolaan Arsnp Statis ‘Bagi PegaWal Negen Slpll d1v

ngkungan Arsip Naslonal Republnk Indonesm yang selanjutnya disebut
dengan Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis adalah tunjangan khusus yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipit yang dmngkat dan' dltugaskan-

secara penuh di Lingkungan Assip Nasional Republlk Indonesia sesuai
dengan ketentuan peratutan. pemndang—undangan yang berlakii sebagai

bentuk- kompensml atds dampak risiko bahaya kesehatan yang dxhadapl'-
" Pegawai Negeri Sipil. yang bersangkutan dalam melaksanakan tugu

pengclolaan Arsip Statis. ‘ , »
Pegawal Negeri Sipil dl hngk\.mgan Arsnp Naslonal Republlk Indondna

adalah PegaWa.l Negeri Sipll termasuk Calon Pegawm Ncgerl Sipil dan
pegawai lain yang dmngkn( dati dltugaskan secm penuh di lmgkungxm
Amp Nasional Republlk l.ndonﬁm sesua: dengan peraturan perundang-' v

undangan yang berlaku, -

_Arslp Statis adalah arsip yang hdnk dlpergunakan secara !angsung untuk
perencanaan penyelenggaraan kehndupan kebangsaan pada umumnya _

maupun urituk penyelenggaraan sehan-han admnmstmm negara.

‘Pengelolaan Arsip Statis adalah suaty rangkman keglatan pengumpulah
pcnyunpanan, perawatan, ?cnyc]amatnn, penggunmm dan pembmmm atﬂs ’

- . pelaksanaan serah arsip dalam sdtu kesatuan sistem keampan

‘Pelaksana adalah PegaWan Negeri Slpﬂ yang dltugaskan di unit ketja yang:
karena tugas dan fungsmya bertangglmg;aWab terhadap pelaksanaan .
" teknis pengelolaan amp statls . :
Pengawas adalah Pegawal Negen Sipil yang dntugaskan di unit ker;a yang '
. karena tugas dan ﬁ.mgsmya bcrtanggung]awab tethadap kebuakan dan '

kualitas pengelolaan arsip stmts ,
Penunjang adalah Pegawat Negerl Sipil yang dltugaskan di unit kerja yang

"karena tugas dan fungsmya bertanggunglawab dalam mernfasilitasi
~ pelaksanaan pengelolaan arsip statis. ‘
"Tim Penilai Penetapan Tingkat Tunjangan Pengelolsan Arsip Sums yang

selanjutnya disebut Tim’ Penilai adalah tim yang diberi lugas untuk
melaksanakan “penilaian (?an penghitungan nilai tunjangan - pengelolaan

arsip statis.
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Pasal 2
(l) Tunjangan Pengelolaan Assip Statis diberiken kepnda Pegawu degen'f
Sipil di lingkungan Arsnp Nasional Rapubhk lndonesm seuap bulan. -
(2) Calon Pegawal Negeri Slpll Arsip Nasional Repubhk lndonesna dtbenkan _
Tunjangan Pengelolaan Arsqf Statis sebesat 80 % (delapan pu]uh proseh)
dari jumlah tunjaiigan sesuai dengan ungkatan ynng dumhkl v
(3) Tingkat dan besar Tunjangan bagl tlap pegawal dnentukau berdasarkan :
" nilai tingkat dampak risiko bahaya kcsehatan ' :
(4) ngkat dan besar Tunjangan Pengelolaan Ars:p Stat:s sebagmmnna _
dlmaksud dalam ayat (1) dan (2) dltetapknn oleh Kepala Arslp Nasmnal
, Repubhk Indonesia atau pe.]abat lam yang dxtun_‘uk ' '

Pasai 3 :

(1) Nilai lmgkat Tunjangan Pengelolaan A:snp Statns dltetapkan dengan '
menjumlahkan setiap nilai dnn fakior-faktor : .

a. Kontak fisik dengan arsip statls,
b. Tanggungjawab pelaksanaan pengelolaan arsip sulus, dan
~ ¢. Lama bekerja di Arsnp Nasional Republik Indonesia.

(2) Nilai bagi setiap Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan berdasafkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik ‘
Indonesia tentang Penentuan Tingkat Dampak Risiko Bahaya Keschatan
bagi Pegawai Negeri Slpﬂ di ngkungan Arsnp Nasional Repi.lbhk

Indonesia.

Pasnl 4 '

(1) Untuk membantu Kepala Atsip Nasmnai Republik Indonesia da]nm‘
menelapkan tingkat dan besar Tunjangan Pengelolaan Atsip Statis
sebagaimana dunaksud dalam pasal 2 ayat (2), dlbentuk suatu Tim Pemlm
Penetapan Tingkat Tun_;nngan Pengelolaan Arsip Statis.

(2) Tim Penilai sebagaimand dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang,
Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sehetans seorang “Wakil Sekretans
dan sekurang-kurangnya 5- (hmn) orang Anggota

3) Pembentukan Tim Penilai sebagazmana dlmaksud dalam- pasal 4 ayat m
ditetapkan dengan Kepumsan Kepala Arsip Nasional Republik Indoncs:g



~ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(4) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pejabat
yang bertanggungjawab di unit kepeganan, keuangan perwahlan dan‘
 setiap eselon 1 di lmgkungan Arsip Nasiohal Republik Indonesia, dan'
pegawai lain yang dlapggap perlu

!' o Pasal 5

(l) Setiap penetapan- tmgkat dan besar Tun_)angan Pengelolaan Arsip Stat:s'
dilakukan melalui pemlalan oleh Tim Penilai SR

(2) Tir Pemlal melaksanakan penilaian sebagalmnna dlmaksud ayat (1)
sekurang-lmrangnya dua’ kali _dalam satu tahun, pada bulan benkutnya
setelah kenaikan pangkat pegaWal '

Plsal 6
(1) Untuk meimbantu pelaksanaan teknis pcmlman dapat dlbentuk Seh'etanat
Tim Penilai. :
(2) Pembentukan Sekretanat Tim Penilai sebagannann dlmaksud aynt m
dltctapkan dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

.~ Pasal 7 o
Tata Cara Penilaian dan peneﬁpm tingkat tqnjangan'rengelolan Arsip Statis
dllaksanakan sebagai bcnkut
1, Kegiatan prapenilanm mehpntl'

1) Bagian Kepegawamn menggandakan dan mendistribusikan formulir
.Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas kepada pejabat yarig
berwenang - menandatangam pada. setlap _satu bulan sebclum
pemlaaan, : ' 4

2) "Pejabat yang berwenang sebagmmana dimaksud huruf ~a)
mengembal:kan formulir, Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas yang,
sudzah diisi dan dllandatangam kepada Bagian Kepegawman sebelum
batas waktu yang d1tentukan ' . ‘V

3) Bagian Kepegawaian mcnycrahkan berkas pcnilaian“,kepada Tim
Penilai untuk dilakukan penilaian. '

b. Kegiatsn pelaksanaan pénllainn: _

1) Tim Penilai mem:ﬁkSa kelengkapan administrasi pengajuan

tunjmgan}l’engelolaﬁn Arsip statis yang meliputi: o
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_’a) Surat Pemyataan Pelaksanaan Tugas dan um‘ kerja setmgkat
Eselon II, meliputi : .
(1) surat pernyataan mela.ksanakan tugas,
(1) surat pemyataan telah melaksanakan tugas;
(2) surat pemyataan mnsxh melaksnnakan tugas; dan atau
" (3) surat pernyataan melaksanakan tugas kembali;

" b) Berkas masa kerja dan data kepegawman dan Baglan :
Kepcgawamn ' ' ' s '

2)° Berdasarkan Surat Pernyataan te}sebut_ pﬂada' huruf &), Berkas masa

 kerja, dan data kepegawaian tersebut pada huruf b); Tim Penilai

secara bersama-sama mielakukan penghitungan nilai bagi setiap
pegawai sebagai dasaruntuk méﬁetapkaﬁ ting_kat tunjangan. o

c. Kegiatan penetapan nllal dnn tingkat tunjangnn, meliputi
1 Sekretans bersama sekretanat Tim Pem!a: mempersmpkan ‘
- a) Konsep Keputusan Kepala Atsip Nasional Repubhk Indonesm :
tentang Penetapan | N:lal Darpek Risiko Bahaya Kesehatan dan
Tingkat Tunjangan Bagl Pegawat d1 lmgkungan AISlp Nas:onal:
_ Republik Indonma ' ,
b) Surat pengantar penyemhan berkas pemlman yang berupa'
Keputusan Penetapan “Nilai - Dumpak Risiko Bahaya Kesehatan'_
-dan Tingkat Tunjangan Bagi Pegawai di- lmgkungan Arsnp'
Nasional Repubhk Indoncsla. '

2) Ketua Tim : SRR .
a) Ketua Tim Penilai menyampmkan Konsep Keputusan Kepala'
Arsip Nasional Repubhk Indonesna teniang Penetapan Nllm
Dampak Risiko Bahaya Kesehatan dan Tingkat Turijangan Bagx

Pegawai di lmgqugan Arsxp Nasional Republik Indonesia. o |

kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui
Bagian Kepegawaian untuk dimintakan pengesahan. -
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b) Xeétva Tim Pemlm menyammlkan berkas pemlman -dan
Keputusan Kepala Ars:p Nassona] Rsepubhk Indones:a teﬂtang
Penetnpan Nilai :

Dampak Risiko Bahaya Kesehatnn dan Tingknt Tunjmgan Bagl
Pegawai di lmgkungnn Arsip Nasional Repubh]c lndonm
kcpada Kepala Bngmn KepegaWaJan untuk diterbitkan- menjadi .
Keputusan Kepala Arsnp Naswnal Republlk Indonesia tentnng‘ '
Pembermn Tunjangnn Pengelulaan Arsip Statis bagi sctiap
Pegawm.

-3 Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan Konsep Keputusa.n
Keépala Arslp Nas:onal Repubhk ‘Indotiesia ‘tentang Pembenan
Tunjangan Pengeloaan Arsnp Statls ‘kepada Kepala Arsip Nasmnal
Republik | lndonesm !mtuk dimintakan pengesahan. -

d. Pemberian Tunjangan -
Kepala Bagaian Kepegawalan meniyampaikan Kepul:usan Kepala Ars:p-‘
Nasional Repubhk lndoncsm tenlang Pemberian Tunjaugan Pengeloaan'v
Arsip Statis dari Surat Pemyataan Melaksanakan Tugns kepuda Bagzan
Keuangan untuk ditindaklanjuti dengan pengajuan usul pembayamn- .
Tunjangen Pengelolean Arsip Statia.

Pasal B
Ketentuan tentang Tata Cnra Pe:mintaan, Pcmbcnan dun Penghentum
Tun_]angan Pengelolaan Arsnp Statis Bagl PegaWax Negeti Slpl] di
lingkungan Arsip Nasional Republik Indonésia diatur lebih lanjut dengnn
' Pe:ahnan Kepala Badan szegawman Negara

Plsal 9
Hnl-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan kemudmn
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Pasal 10 ,
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di * Jakarte
p_ada tanggal 28 Maret™ 2003

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,




